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ABSTRAK 
Nama  : Hendra 
Nim  : 10500112018 
Jurusan : Ilmu Hukum 
Judul :PERANAN BADAN PENYELESAIAAN SENGKETA 
KONSUMEN MAKASSAR DALAM MENYELESAIKAN 
SENGKETA KONSUMEN MELALUI PROSES KONSILIASI 
(Pendekatan Kasus Tahun 2010--2015) 
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana peranan Badan Penyelesaiaan 
Sengketa Konsumen Makassar dalam menyelesaikan sengketa konsumen melalui 
proses konsiliasi? Pokok masalah tersebut selanjutnya di-breakdown kedalam 
beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimanakah peranan 
konsiliator dalam menyelesaikan sengketa konsumen melalui proses konsiliasi di 
BPSK Makassar?, 2) Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi oleh konsiliator 
dalam penyelesaiaan sengketa konsumen melalui proses konsiliasi di BPSK 
Makassar?, dan 3) Bagaimanakah solusi Konsiliator dalam menyelesaikan sengketa 
konsumen melalui proses konsiliasi di BPSK Makaasar? 
Jenis penelitian ini tergolong normatif-emperis dengan pendekatan penelitian 
yang digunakan adalah: normatif-emperis. Adapun sumber data penelitian ini adalah 
kepala bidang perlindungan konsumen dan majelis BPSK Makassar. Selanjutnya, 
metode pengumpulan data yang digunakan adalah perimer, yaitu: kajian terhadap 
undang-undang keputusan menteri domen perkara dan putusan BPSK Makassar, dan 
sekunder, yaitu: observasi dan wawancara langsung. Lalu, teknik pengolahan dan 
analisis data dilakukan dengan cara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran konsiliator dalam 
menyelesaikan sengketa konsumen melalui BPSK Makassar adalah memanggil 
konsumen dan pelaku usaha (saksi dan/atau saksi ahli bila diperlukan), menyediakan 
tempat bertemu untuk para pihak yang bersengketa, serta menjawab pertanyaan 
konsumen dan produsen/pelaku usaha mengenai perundang-undangan di bidang 
perlindungan konsumen, hanya saja peranan konsiliator dalam menyelesaikan 
sengketa konsumen tidak aktif (pasif) dalam memberikan nasehat, petunjuk, saran 
dan upaya-upaya lain dalam menyelesaikan sengketa, faktor penghambat konsiliator 
dalam menyelesaikan sengketa melalui proses konsiliasi, yatu : majelis bersifat pasif 
(tidak aktif dalam memberikan nasehat, petunjuk, saran dan upaya-upaya lain dalam 
menyelesaikan sengketa) dan, tidak hadirnya salah satu pihak yang bersengketa 
(apabila salah satu pihak tidak hadir maka otomatis penyelesaian sengketa melalui 
konsiliasi gagal karena salah satu syarat penyelesaian melalui konsiliasi adalah 
kesepakatan para pihak), dan solusi konsiliator dalam menyelesaikan sengketa 
melalui proses konsiliasi, yaitu : diselesaikan dengan cara kekeluargaan, dimana 
konsumen dan pelaku usaha menyelesaikannya diluar proses pengadilan dan para 
pihak membuat suatu kesepakatan yang kemudian harus ditaati oleh kedua belah 
pihak, kemudian pihak pertama mencabut segala tuntutan proses hukum, dan pihak 
kedua (pelaku usaha) harus memenuhi permintaan konsumen. .  
Impikasi dari penelitian ini adalah : Perlu adanya pembaharuan undang-
undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan 
Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia  NO: 
350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen agar konsiliasi dihilangkan saja atau dihapuskan 
dari salah satu proses penyelesaian sengketa di BPSK Makassar, karena peran 
konsiliator didalam  menyelesaikan sengketa tidak ada sama sekali (pasif), konsiliator 
hanya sebatas mempertemukan para pihak yang bersengketa, 2) Para pihak yang 
bersengketa harus memiliki itikat baik untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi 
agar tercapai kesepakatan damai melalui proses konsiliasi, karena konsiliator di batasi 
oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  tentang Perlindungan Konsumen, yang 
dimana undang-undang ini tidak membenarkan konsiliator ikut campur terhadap apa 
yang menjadi kesepatan para pihak yang bersengketa (pasif), dan perlunya kesadaran 
para pihak apabila ada pemanggilan oleh BPSK Makassar untuk dihadiri karena tanpa 
kehadiran salah satu pihak kesepakatan damai tidak akan terjadi, dan 3) Karena 
konsiliator hanya menerima apa yang telah disepakati oleh para pihak yang 
bersengketa maka, sudah seharusnya para pihak memenuhi atau mematuhi apa yang 
sudah menjadi kesepakatan agar tidak timbul lagi sengketa setelah dibuatnya akta 
perdamaian di BPSK Makassar. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Revolusi industri di Inggris yang dimulai pada abad ke-18 kiranya dapat 
dianggap sebagai awal dari proses perubahan pola kehidupan manusia yang semula 
merupakan masyarakat agraris berubah menjadi masyarakat industri. Kemajuan 
teknologi kemudian mendorong peningkatan volume barang dan jasa, perkembangan 
ini juga yang membuat hubungan antara penyedia produk (produsen) dan pengguna 
produk (konsumen) semakin berjarak.  
Produk barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup 
manusia semakin canggih, sehingga timbul kesenjangan terhadap kebenaran 
informasi dan daya tangkap konsumen. Kondisi tersebut kemudian menempatkan 
konsumen dalam posisi yang lemah.
1
 Karena lemahnya posisi konsumen maka pelaku 
usaha cenderung merugikan konsumen yang menyebabkan terjadinya sengketa. Islam 
menganjurkan bila terjadi sengketa agar labih memilih untuk berdamai sebagaimana 
yang dijelaskan dalam Q.S Al- Hujurat/49:10 yang menegaskan : 
                       
  
 
                                                          
1
 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 
h. 4.  
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Terjemahnya : 
Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah 
antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertaqwalah kepada Allah agar 
kamu mendapat rahmat.
2
 
Ayat di atas menjelaskan perlunya dilakukan perdamaian karena 
sesungguhnya orang-orang mukmin bersaudara meskipun tidak seketurunan tetapi 
memiliki keterikatan bersama dalam iman dan juga keterikatan bagai seketurunan. 
Orang  beriman hendaklah menjaga hubungan yang harmonis antara orang-orang 
mukmin karena akan melahirkan limpahan rahmat bagi mereka semua. Jagalah diri 
kamu agar tidak ditimpa bencana, baik akibat pertikaian itu maupun selainnya supaya 
kamu mendapat rahmat antara lain rahmat persatuan dan kesatuan. Perpecahan dan 
pertikaian yang terjadi antara kedua saudara kamu apalagi jumlah yang bertikai lebih 
dari dua orang akan mengundang bencana bagi mereka yang bertikai, yang pada 
puncaknya dapat mengakibatkan pertumpahan darah dan perang saudara.
3
 
Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan :
4
 
“setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, 
martabat dan harta bendayang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman 
dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu 
yang merupakan hak asasi”. 
Untuk melindungi hak-hak dari konsumen maka lahirlah Undang-Undang No. 
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 45 angka (1) dijelaskan setiap 
konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang 
bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui 
                                                          
2
 Departement Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah (Surakarta: Ziyad Books, 2009), 
h. 516. 
3
 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, (Vol. 15., 
Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.247-249. 
4
 Republik Indonesi, Undang-Undang Dasar 1945, bab X, Pasal 28 G ayat (1). 
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peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, (2) penyelesaian sengketa 
konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan 
pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
5
  
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen selanjutnya disingkat (BPSK) 
merupakan badan yang dibentuk pemerintah pada daerah tingkat dua, bertugas untuk 
menyelesaikan sengketa konsumen di luar dari proses peradilan umum. Dalam 
menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha BPSK dapat 
melakukanya dengan 3 (tiga) cara penyelesaiaan sengketa sebagaimana yang 
dijelaskan pada Pasal 52 (a)  Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen yang berbunyi, yaitu : “melaksanakan penanganan dan 
penyelesaiaan sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau 
konsiliasi”.6 
 Mediasi, arbitrase dan konsiliasi juga dapat ditemukan dalam Undang-
Undang Nomor: 30 Tahun 1999 pada Pasal 1 tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa. Cara penyelesaiaan sengketa BPSK diatur lebih khusus dalam 
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia  NO : 
350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen. 
                                                          
5
 Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen ,” Pasal 45 angka 1 dan 2. 
6
 Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen,” Pasal 52 a. 
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Meskipun kewajiban untuk melindungi konsumen telah diatur dalam hukum 
dan perundang-undangan, akan tetapi dalam kenyataan dimasyarakat, masih banyak 
kasus yang merugikan konsumen. Hal itu dapat dilihat dari jumlah kasus yang 
ditangani oleh Badan Penyelesaiaan Sengketa Konsumen Makassar dari tahun 2010--
2015 yaitu 166 kasus. Salah satu kasusnya yaitu sengketa antara Rina Maryana M, 
SH., MH dengan PT. Dyata Triputra yang terjadi pada tahun 2015 perihal pihak 
penggantian unit baru sepeda motor Honda Beat CW eSP, pada tanggal 15 Januari 
2015 Rina Maryana M, SH., MH membeli 1 unit motor honda beat setelah satu bulan 
pemakaian motor mulai bermasalah seperti boros bensin, stater tangannya rusak, 
mogok dan oli cepat habis, kemudian Rina maryana M, SH., MH melaporkan ke PT. 
Dyata tempat dia membeli motor. Salah satu mekanik PT. Dyata berusaha 
memperbaiki motor tersebut, akan tetapi mekanik tersebut tidak bisa memperbaiki 
motor tersebut dan menyatakan motor tersebut cacat pabrik. Oleh karena hal tersebut 
Rina Maryana M, SH., MH sebagai konsumen merasa sangat dirugikan sehingga 
melaporkannya ke BPSK Makassar pada tanggal 27 April 2015. Permasalahan 
tersebut diselesaikan melalui proses konsiliasi (Kantor Badan Penyelesaiaan Sengketa 
Konsumen Makassar, tanggal 20 Januari 2015). 
Sebanyak 166 kasus yang ditangani oleh BPSK hanya 2 (dua) sengketa 
konsumen yang diselesaikan dengan cara konsiliasi, yang terjadi pada tahun 2015. 
Hal ini lah yang menjadi permasalahan, kenapa  dari 166 kasus yang ditangani oleh 
5 
 
BPSK hanya 2 (dua) kasus yang dapat diselesaikan melalui proses konsilasi ? (Kantor 
Badan Penyelesaiaan Sengketa Konsumen Makassar, tanggal 20 Januari 2015). 
Dalam uraian latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk mengkaji atau 
meneliti masalah ini serta memaparkan masalah ini dalam bentuk skripsi dengan 
judul “Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Makassar dalam 
Menyelesaikan Sengketa Konsumen Melalui Proses Konsiliasi (Pendekatan Kasus 
Tahun 2010--2015)”, yaitu untuk mengetahui sejauh mana proses konsiliasi ini 
berperan dalam menyelesaikan sengketa konsumen di BPSK Makassar.  
B. Rumusan Masalah 
Melihat latar belakang permasalahan di atas, maka penyusun merumuskan 
permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah peranan konsiliator dalam menyelesaikan sengketa konsumen 
melalui proses konsiliasi di Badan Penyelesaiaan Sengketa Konsumen Makassar ?  
2. Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi oleh konsiliator dalam penyelesaiaan 
sengketa konsumen melalui proses konsiliasi di Badan Penyelesaiaan Sengketa 
Konsumen Makassar ? 
3. Bagaimanakah solusi konsiliator dalam menyelesaikan sengketa konsumen 
melalui proses konsiliasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Makassar? 
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C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus Penelitian 
Dalam penelitian ini yang menjadi focus permasalahan yakni Peranan Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen Makassar dalam Menyelesaikan Sengketa 
Konsumen Melalui Proses Konsiliasi (Pendekatan Kasus Tahun 2010--2015) 
mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik 
Indonesia  NO : 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang 
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. 
Adapun yang menjadi deskripsi fokus dalam penelitian ini sebagai berikut: 
1. Badan Penyelesaiang Sengketa Konsumen adalah badan yang dibentuk di 
daerah tingkat dua, merupakan badan khusus untuk menyelesaikan 
sengketa antara pelaku usaha dan konsumen di luar proses pengadilan. 
2. Sengketa Konsumen adalah permasalahan/konflik antara pelaku usaha dan 
Konsumen 
3. Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkan 
kepada suatu komisi yang bertugas menguraikan/menjelaskan fakta-fakta 
dan komisi tersebut mengupayakan (sengketa antara pelaku usaha dan 
konsumen mencapai suatu kesepakatan damai).  
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D. Kajian Pustaka 
Dari beberapa penelusuran yang telah dilakukan, tidak ditemukan penelitian 
yang secara spesifik sama dengan penelitian ini. Namun, ditemukan beberapa 
penelitian yang memiliki pambahasan yang berkaitan dengan penelitian ini. 
Penelitian-penelitian tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:  
1. Skripsi disusun oleh Virdino Fahmi Dimhari dengan judul “Kompetensi Badan 
Penyelesaiaan Sengketa Konsumen Dalam Menyelesaikan Sengketa”.7 Skirpsi 
ini lebih fokus pada kompetensi / kewenangan dari badan Penyelesaiaan sengketa 
konsumen. 
2. Skripsi  Melita Arruan Dawa dengan judul “ Efektivitas Penyelesaian Sengketa 
Antara Pelaku Usaha Dan Konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen Kota Makassar”.8 Skripsi ini membahas Efektivitas penyelesaian 
sengketa antara pelaku usaha dan konsumen di tinjau dari Undang-undang No. 8 
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.  
3. Skripsi yang mengkaji tentang pelaksanaan putusan badan penyelesaian sengketa 
konsumen dalam sengketa konsumen. Di antaranya skripsi yang ditulis oleh Vita 
Sulfitri Y. Haya yang berjudul “Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian 
                                                          
7
 Virdino Fahmi Dimhari, “Kompetensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam 
Menyelesaikan Sengketa “Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 200 
K/Pdt.Sus/2012,” Skripsi (Jember : Fak. Hukum Universitas Jember, 2014), h. xii. 
8
 Melita Arruan Dawa, “Efektifitas Penyelesaian Sengketa Antara Pelaku Usaha dan 
Konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Makassar,” Skripsi (Makassar : Fak. Hukum 
Universitas Hasanuddin, 2014), h. v.  
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Sengketa Konsumen Dalam   Sengketa Di Makassar”.9 Skripsi ini lebih fokus 
membahas tentang pelaksanaan putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen di Kota Makassar. 
4. Skripsi yang disusun oleh Edwin Kristanto  berjudul “Peran BPSK (Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen) Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen 
Melalui Proses Mediasi di Yokyakarta”.10 Skripsi ini fokus mengkaji 
penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen melalui prose 
mediasi di tinjau dari Undang-undang No. 8 Tahun 1999. 
5. Skripsi yang disusun oleh Upik Ika Upriana berjudul ” Mediasi Dan Konsumen 
“Studi Tentang Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh 
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Semarang”.11 Skripsi ini mengkaji 
tentang peran mediator dalam menyelesaikan sengketa konsumen di Semarang. 
6. Buku yang disusun oleh Celina Tri Siwi Kristiyanti berjudul “Hukum 
Perlindungan Konsumen”.12 Buku ini menguraikan secara detail hukum 
perlindungan konsumen; pengertian, hak, dan kewajiban konsumen serta pelaku 
usaha; peraturan perundang-undangan hukum konsumen dan hukum 
                                                          
9
 Vita Sulfitri Y. Haya, “Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa konsumen Dalam 
Menyelesaikan Sengketa Konsumen di Makassar,” Skripsi (Makassar Fak. Hukun Universitas 
Hasanuddin, 2013), h. v. 
10
 Edwin Kristanto, “Peran BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Dalam 
Menyelesaikan Sengketa Konsumen Melalui Proses Mediasi di Yogyakarta,” Skripsi (Yogyakarta : 
Fak. Hukum Universitas Atma Jaya, 2014), h. vi. 
11
 Upik Ika Apriana, “Mediasi dan Konsumen (Studi Tentang Peran Mediator dalam 
Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Semarang),” 
Skripsi (Surakarta : Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah, 2014), h. xii. 
12
 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 
h. 210.  
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perlindungan konsumen; tinjauan pabagai aspek hukum perlindungan konsumen; 
prinsip-prisip hukum perlindungan konsumen; lembaga/instansi dan peranannya 
dalam perlindungan konsumen; isu-isu hukum perlindungan konsumen; dan 
penyelesaian sengketa konsumen. 
7. Buku yang disusun oleh Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo berjudul “Hukum 
Perlindungan Kosumen”.13 Buku ini turut membantu menanamkan kesadaran hak 
dan perlindungan hukum bagi konsumen. Pasal-pasal yang diuraikan dalam buku 
ini, berikut penjelasannya, agar lebih mudah dipahami pembaca, baik kalangan 
akademis, profesional, LSM, organisasi sosial maupun masyarakat umum. 
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini tentunya tidak akan 
menyimpang dari apa yang dipermasalahkan sehingga tujuannya sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui peranan konsiliator dalam menyelesaikan sengketa 
konsumen melalui proses konsiliasi di Badan Penyelesaiaan Sengketa 
Konsumen Makassar. 
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh konsiliator dalam 
menyelesaiaan sengketa konsumen melalui proses konsiliasi di Badan 
Penyelesaiaan Sengketa Konsumen Makassar. 
                                                          
13
 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta : PT 
RajaGrafindo Persada,2014), h. 310. 
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3. Untuk mengetahui solusi konsiliator dalam menyelesaikan sengketa 
konsumen melalui proses konsiliasi di Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen Makassar. 
Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut : 
A. Manfaat Ilmiah 
Kegunaan ilmiah yang berkaitan dengan kontribusi bagi perkembangan ilmu 
pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.  
B. Manfaat Praktis 
Kegunaan praktis yang berkaitan dengan pembagunan masyarakat, bangsa, 
negara, dan agama. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN  
A. Hukum Perlindungan Konsumen 
1. Pengertian Perlindungan Konsumen, Konsumen, dan Pelaku Usaha 
Mengenai pengertian perlindungan konsumen, diatur dalam pasal 1 angka 1 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 
menjelaskan pengertian perlindungan konsumen sebagai berikut: 
“Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 
perlindungan kepada konsumen”.1 
Mengenai Pengertian konsumen, diatur dalam pasal 1 angka 2 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menjelaskan 
pengertian konsumen sebagai berikut: 
“Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, 
baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup 
lain dan tidak untuk diperdagangkan”.2 
Berdasarkan pengertian di atas, subyek yang disebut sebagai konsumen 
berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan jasa. Menurut A.Z. 
Nasution, orang yang dimaksud di atas adalah orang alami bukan badan hukum. 
Sebab yang memakai, menggunakan dan atau memanfaatkan barang dan atau jasa 
                                                          
1
 Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen,” pasal 1 angka 1. 
2
 Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen,” pasal 1 angka 2. 
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untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain 
dan tidak untuk dipedagangkan hanyalah orang alami atau manusia. 
Pengertian pelaku usaha diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999 pada pasal 1 angka 3 yang berbunyi sebagai berikut: 
“Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan 
hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik indonesia, baik sendiri 
maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha 
dalam berbagai bidang ekonomi”.3 
Dalam penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah 
perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-
lain. 
2. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha 
a. Hak dan Kewajiban Konsumen 
Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan 
hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. 
Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, 
melainkan terlebih lagi hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, 
perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang 
diberikan hukum tentang hak-hak konsumen. 
                                                          
3
 Republik Indonesi, “Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen,” pasal 1 angka 3. 
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Secara umum dikenal ada 4 hak dasar konsumen, yaitu;
4
 
1. Hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety); 
2. Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed); 
3. Hak untuk memilih (the right to choose); 
4. Hak untuk didengar (the right to be heard). 
Empat hak dasar ini diakui secara internasional. Dalam 
perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang bergabung dalam 
The International Organization of Consumer Union ( IOCU ) menambahkan 
lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak 
mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang 
baik dan sehat. 
Namun, tidak semua organisasi konsumen menerima penambahanhak-
hak tersebut. Mereka bebas untuk menerima semua atau sebagian. YLKI 
misalnya, memutuskan untuk menambahkan satu hak lagi sebagai pelengkap 
empat hak dasar konsumen, yaitu hak mendapatkan lingkungan hidup yang 
baik dan sehat sehingga keseluruhannya dikenal sebagai pancahak 
konsumen. 
Dalam UUPK, empat hak dasar yang dikemukakan oleh John F. 
Kennedy tersebut juga diakomodasikan. 
Hak konsumen untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan 
sehat, tidak dimasukkan dalam UUPK ini karena UUPK secara khusus 
                                                          
4
 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Grasindo, 2000), h. 16-27. 
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mengecualikan hak-hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan di bidang 
pengelolaan lingkungan. Tidak jelas mengapa hanya kedua bidang hukum 
ini saja yang dikecuali secara khusus, mengingat sebagai undang-undang 
payung (umbrella act), UUPK seharusya dapat mengatur hak-hak konsumen 
itu secara lebih komprehensif. 
Langkah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen harus 
diawali dengan upaya untuk memahami hak-hak pokok konsumen, yang 
dapat dijadikan sebagai landasan perjuangan untuk mewujudkan hak-hak 
tersebut. 
Hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai 
berikut:
5
 
a. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/ 
atau jasa; 
b. Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/ 
atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan 
yang dijanjikan; 
c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/ atau jasa; 
                                                          
5
 Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen,” pasal 4. 
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d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa 
yang digunakan; 
e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian 
sengketa perlindungan konsumen secara patul; 
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 
g. Hak untuk dipelakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 
diskriminatif; 
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, 
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian 
atau tidak sebagaimana mestinya; 
i. Hak-hak yang diatur dalamketentuan perundang-undangan lainnya. 
Kewajiban konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai 
berikut;
6
 
a. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian 
atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; 
b. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau 
jasa; 
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 
                                                          
6
 Republik Indonesi, “Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen,” pasal 5. 
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d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 
secara patut. 
b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 
Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen, menjelaskan hak pelaku usaha sebagai berikut; 
a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 
diperdagangkan; 
b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen 
yang beriktikad tidak baik; 
c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian 
hukum sengketa konsumen; 
d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa 
kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang 
diperdagangkan; 
e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Adapun dalam Pasal 7 diatur kewajiban pelaku usaha, sebagai berikut; 
a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 
b. Memberikan infomasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, 
perbaikan, dan pemeliharaan; 
17 
 
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 
tidak diskriminatif; 
d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa 
yang berlaku; 
e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba 
barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas 
barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; 
f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian 
akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa 
yang diperdagangkan; 
g. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang 
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 
perjanjian. 
Dalam UUPK pelaku usaha diwajibkan beriktikad baik dalam 
melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan 
beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. 
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c. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen 
a. Pasal 28 G Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 
b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen; 
c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa. 
B. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 
1. Pengertian BPSK 
BPSK adalah pengadilan khusus konsumen (small claim court) yang sangat 
diharapkan dapat menjawab tuntutan masyarakat agar proses beperkara berjalan 
cepat, sederhana dan murah.Dengan demikian, BPSK hanya menerima perkara 
yang nilai kerugiaanya kecil. Pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal, dan 
kehadiran penuh pihak ketiga (pengacara) sebagai wakil pihak yang bersengketa. 
Putusan dari BPSK tidak dapat dibanding kecuali bertentangan dengan hukum 
yang berlaku.
7
 
Pengertian BPSK dalam UUPK adalah badan yang bertugas menangani dan 
menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
8
 
 
                                                          
7
 Marianus Gaharpung, Perlindungan Hukum bagi Konsumen Korban Atas Tindakan Pelaku 
Usaha, Jurnal Yustika, Vol. 3 No. 1 Juli 2000, h. 43. 
8
 Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen,” pasal 1 angka 11. 
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2. Tugas dan Wewenang BPSK Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen 
Tugas dan wewenang BPSK diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut;
9
 
a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara 
melalui mediasi, arbitrasi atau konsiliasi; 
b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen; 
c. Pengawasan klausul baku; 
d. Melapor kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran undang-undang 
ini; 
e. Menerima pengaduan dari konsumen, lisan atau tertulis, tentang dilarangnya 
perlindungan konsumen; 
f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa konsumen; 
g. Memanggil pelaku usaha pelanggar; 
h. Menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap 
mengetahui pelanggaran itu; 
i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan mereka tersebut (huruf g) 
apabila tidak mau memenuhi panggilan; 
                                                          
9
 Republik Indonesia Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen,” pasal 52. 
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j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat-alat bukti 
lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan; 
k. Memutuskan dan menetapkan ada tidaknya kerugian konsumen; 
l. Memberitahukan keputusan kepada pelaku usaha pelanggaran undang-undang; 
m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha pelanggar undang-
undang. 
Memperhatikan ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa antara huruf (a) 
dan (f) pada akhirnya akan memiliki makna yang sama dalam pelaksanaannya. 
Sementara berkenaan dengan ketentuan dalam huruf (b, c dan e) dari pasal 
tersebut, dapat diketahui bahwa BPSK tidak hanya bertugas menyelesaikan 
sengketa di luar pengadilan sebagaimana diatur didalam pasal 49 ayat (1), tetapi 
meliputi kegiatan berupa pemberian konsultasi, pengawasan terhadap 
pencantuman klausula baku, dan sebagai tempat pengaduan dari konsumen tentang 
adanya pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen, serta berbagai tugas dan 
kewenangan lainnya yang terkait dengan pemeriksaan pelaku usaha yang diduga 
melakukan UNPK.
10
 
 
 
                                                          
10
 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: PT 
RajaGrafindo Persada 2014),h. 247. 
21 
 
Keanggotaan BPSK terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen, dan 
unsur pelaku usaha. Dengan ketentuan bahwa setiap unsur diwakili oleh sedikit-
dikitnya 3 (tiga) orang, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. Pengankatan dan 
pemberhentian anggota BPSK ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan 
Perdagangan.
11
 
C. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui BPSK 
Penyelesaian sengketa di BPSK dapat dilakukan dengan 3 cara, hal ini 
tergantung pilihan dan kesepakatan para pihak yang bersengketa yaitu cara konsiliasi, 
mediasi, dan arbitrase.
12
 
1. Konsiliasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang juga 
bisa ditempuh diluar pengadilan, yang diartikan sebagai: an indefendent 
person (consiliator) brigs the parties together and encourages a mutually 
acceptable resolution of the dispute by facilitating communication between 
the parties. Konsiliasi juga dimungkinkan sebagai alternatif penyelesaian 
sengketa konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 
Penyelesaian sengketa ini memiliki banyak kesamaan dengan mediasi, dan 
juga menyerahkan pada pihak ketiga untuk memberikan pendapatnya 
tentang sengketa yang disampaikan oleh para pihak. Walaupun demikian, 
pendapat dari konsiliator tersebut tidak mengikat. 
                                                          
11
 Gunawan Widjaja, Alternatif Penyelesaiaan Sengketa (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
2001), h. 77. 
12
 R. Subekti, Hukum Acara Perdata (Bandung: Bina Cipta, 1989), h. 130. 
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Ketidakterikatan para pihak terhadap pendapat  yang diajukan oleh 
konsiliator mengenai sengketa yang dihadapi para pihak, menyebabkan 
penyelesaiaan sangat tergantung kesukarelaan para pihak.
13
  
Konsiliasi merupakan penyelesaian sengketa konsumen di luar 
pengadilan dengan perantaraan BPSK untuk mempertemukan para pihak 
yang bersengketa dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. 
Majelis dalam menyerahkan sengketa konsumen dengan cara konsiliasi 
mempunyai tugas: 
a. Memangggil konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan; 
b. Memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan; 
c. Menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha, perihal peraturan 
perundan-undangan dibidang perlindungan konsumen. 
Tata cara penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi adalah: 
a. Majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada 
konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, baik mengenai bentuk 
maupun jumlah ganti rugi; 
b. Majelis bertindak pasif sebagai konsiliator; 
c. Majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dan 
mengeluarkan keputusan; 
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 Ahmadi Miru dan sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: PT 
RajaGrafindo Persada, 2014), h. 254. 
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Metode konsiliasi ini diatur dalam Pasal 5 angka 1 Keputusan Menteri 
Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. 
Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi dilakukan sendiri oleh 
para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh majelis yang bertindak pasif 
sebagai Konsiliator.
14
 
Adapun prosedur penyelesaian sengketa di BPSK melalui proses konsiliasi 
diatur dalam Pasal 28 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 
350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen mengatur majelis dalam menyelesaikan 
konsumen dengan cara konsiliasi, mempunyai tugas sebagai berikut;
15
 
a. Memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;  
b. Memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan; 
c. Menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa; 
d. Menjawab pertanyaan konsumen dan pelaku usaha, perihal peraturan 
perundang-undangan dibidang perlindungan konsumen. 
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 Republik Indonesia, “Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 
350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen,” pasal 5 angka 1. 
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 Republik indonesia, “Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 
350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen,” pasal 28. 
24 
 
Tata cara persidangan sengketa konsumen dengan cara konsiliasi dijelaskan 
pada Pasal 29 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 
350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen, dijelaskan sebagai berikut;
16
 
a. Majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaiaan sengketa kepada 
konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, baik mengenai bentuk 
maupun jumlah ganti rugi; 
b. Majelis bertindak pasif sebagai konsiliator; 
c. Majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dan 
mengeluarkan keputusan. 
Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa majelis hakim yang 
berperan sebagai konsiliator dalam menyelesaikan sengketa konsumen dengan 
proses konsiliasi hanya bertindak pasif. Oleh karenanya dilakukan penelitian ini 
untuk mengetahui sejauh mana proses ini diperlukan dalam menyelesaikan 
sengketa konsumen di BPSK. 
2. Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar 
pengadilan, disamping sudah dikenal dalam perundang-undangan di 
Indonesia, juga merupakan salah satu pilihan terbaik di antara sistem dan 
bentuk ADR (Alternatif dishuub resolution ) yang ada. 
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 Republik Indonesia, “Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 
350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa 
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25 
 
Sebelum lahirnya Undang-undang Perlindungan Konsumen yang 
membuka kesempatan penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi, 
penyelesaian sengketa melalui mediasi telah dikenal dalam Undang-Undang 
Nomor 23 Thun 1997 tentang Pengelolahan lingkungan Hidup dan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. 
Penyelesaian sengketa melalui proses mediasi, merupakan cara 
penyelesaian sengketa yang fleksibel dan tidak mengikat serta melibatkan 
pihak ketiga yang netral, yaitu mediator, yang memudahkan negosiasi para 
pihak dengan membantu mereka dalam mencapai kompromi/kesepakatan. 
Selain definisi mediasi ini, masih banyak definisi lain yang berbeda-beda, 
namun pada umumnya orang sepakat bahwa tujuan dari mediasi adalah 
membantu orang dalam mencapai penyelesiaan sengketa secara sukarela 
terhadap suatu sengketa atau konflik. 
Jasa yang diberikan oleh mediator tersebut adalah menawarkan dasar-
dasar penyelesaian sengketa tapi tidak memberikan putusan atau pendapat 
terhadap sengketa yang sedang berlangsung. Meskipun kekurangan “gigi”, 
karena tidak memberikan putusan dalam proses mediasi. Keterlibatan 
mediator mengubah/mempengaruhi dinamika negosiasi. 
Peran mediator sangat terbatas, yaitu pada hakikatnya hanya menolong 
para pihak untuk mencari jalan keluar dari persengketaan yang mereka 
hadapi, sehinggahasil penyelesaiaan dalam bentuk kompromi terletak 
sepenuhnya pada kesepakatan para pihak, dan kekuatanya tidak secara 
26 
 
mutlak mengakhiri sengketa secara final dan tidak pula mengikat secara 
mutlak tapi tegantung pada itikad baik untuk memenuhi secara sukarela.
17
   
Mediasi merupakan penyelesaian sengketa konsumen di luar 
pengadilan dengan perantaraan BPSK sebagai penasihat dan 
penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Dalam persidangan dengan 
cara mediasi, majelis dalam menyelesaikan sengketa dengan cara mediasi, 
mempunyai tugas: 
a. Memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa; 
b. Memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan; 
c. Menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa; 
d. Secara aktif mendamaikan konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa; 
e. Secara aktif memberikan saran atau anjuran penyelesaian sengketa 
konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang 
perlindungan konsumen. 
Tata cara persidangan sengketa konsumen dengan cara mediasi adalah: 
a. Majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa konsumen 
dan pelaku usaha yang bersangkutan, baik mengenai bentuk maupun jumlah 
ganti rugi; 
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 Ahmadi Miru dan sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: PT 
RajaGrafindo Persada, 2014), h. 254-256. 
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b. Majelis bertindak aktif sebagai mediator dengan memberikan nasihat, 
petunjuk,  saran dan upaya-upaya lain dalam menyelesaikan sengketa; 
c. Majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dan 
mengeluarkan putusan; 
Dari penjelasan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan konsiliasi dan 
mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan konflik 
antara pelaku usaha dan konsumen yang hampir sama atau mirip, perbedaannya 
hanya terletak pada peran majelis.  
Pada saat majelis menyelesaikan sengketa melalui proses konsiliasi, majelis 
hanya bertindak pasif sebagai konsiliator berbeda dengan proses mediasi yang 
dimana majelis sebagai mediator bertindak aktif dengan memberikan nasihat, 
petunjuk, saran dan upaya- upaya dalam menyelesaikan sengketa konsumen. 
3. Arbitrase merupakan cara penyelesaiaan suatu sengketa perdata di luar 
peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh 
para pihak yang bersengketa, sudah sejak lama dikenal di Indonesia. Bahkan 
telah dibentuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sejak 30 
November 1977, berdasarkan Surat Keputusan Kamar Dagang dan Industri 
(KA-DIN) Nomor. SKEP/152/DPH/1977. 
Penyelesaian Sengketa melalui peradilan arbitrase ini dapat dilakukan 
oleh para pihak yang bersengketa, jika para pihak tersebut telah 
mencantumkan klausula arbitrase dalam perjanjian yang menjadi pokok 
28 
 
sengketa atau mengadakan perjanjian arbitrase setelah timbulnya sengketa di 
antara mereka. 
Kelebihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini karena 
putusannya langsung final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan 
mengikat para pihak. Putusan arbitrase ini mempunyai kekuatan 
eksekutorial, sehingga apabila pihak yang kalah tidak memenuhi putusan 
secara sukarela, maka pihak yang menang dapat meminta eksekusi ke 
pengadilan. 
Walaupun arbitrase ini memiliki kelebihan, namun pada akhir-akhir 
ini peran arbitrase sebagai cara penyelesaiaan sengketa di luar pengadilan 
digeser oleh alternatif penyelesaian sengketa lain. Alternatif-alternatif 
lainnya itu memiliki kesamaan dengan arbitrase, diantaranya adalah : 
sederhana dan cepat, prinsip konfidensial, dan diselesaikan oleh / melibatkan 
pihak ketiga yang netral dan memiliki pengetahuan khusus secara 
profesional. Namun, dibalik persamaan itu terdapat perbedaan yang 
dianggap fundamental dalam pelaksanaannya, karena pada arbitrase: 
a. Biaya mahal, karena walaupun secara teori biayanya lebih murah 
daripada penelesaiaan melalui proses litigasi, namun bedasrkan 
pengalaman dan pengamatan, biaya yang dikeluarkan hampir sama 
dengan biaya litigasi, karena terdapat beberapa komponen  biaya yang 
harus dikeluarkan, bahkan kadang jauh lebih besar dari pada biaya 
litigasi. Komponen biaya itu terdiri atas: biaya administrasi, honor 
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arbiter, biaya transportasi dan akomodasi arbiter, serta biaya saksi dan 
ahli; 
b. Penyelesaiaan yang lambat, karena walaupun banyak sengketa yang 
dapat dielesaikan dalam jangka waktu 60-90 hari, namun banyak juga 
penyelesaian yang memakan waktu panjang. Bahkan ada yang 
bertahun-tahun atau puluhan tahun, terutama kalau terjadi perbedaan 
pendapat tentang penunjukan arbiter atau hukum yang hendak 
diterapkan. Maka penyelesaiaan akan bertambah rumit dan panjang. 
Walaupun sudah tampak adanya usaha mempercepat penyelesaiaan 
sengketa konsumen, khusunya melalui Badan Penyelesaiaan Sengketa 
Konsumen. Putusannya dikatakan final dan mengikat, namun UUPK masih 
membuka kemungkinan pihak yang keberatan atas putusan tersebut untuk 
mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri, hanya saja pihak yang 
tidak puas atas putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak dapat lagi 
mengajukan upaya hukum banding melainkan upaya hukum kasasi ke 
Mahkama Agung (Pasal 58 ayat 2 UUPK).
18
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 Ahmadi Miru dan sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: PT 
RajaGrafindo Persada, 2014), h. 248-251. 
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Persidangan sengketa melalu arbitrase di BPSK secara khusus diatur dalam 
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 
350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai berikut.
19
 
Penjelasan pada pasal 32, yaitu :
20
 
1. Dalam penyelesaiaan sengketa konsumen dengan cara Arbitrase, para 
pihak memilih arbitor dari anggota BPSK yang berasal dari unsur 
pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota majelis. 
2. Arbitor dipilih oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
memilih arbitor ketiga dari anggota BPSK yang berasal dari unsur 
pemerintah sebagai ketua majelis. 
Dari penjelasan pasal 32 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 
Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan 
Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sudah sangat jelas dalam 
persidangan dengan cara arbitrase terdiri dari tiga orang sebagai arbitor, yang dimana 
para pihak berhak memilih arbitor dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku 
usaha dan konsumen sebagai anggota majelis, Arbitor yang dipilih oleh para pihak 
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 Republik Indonesia, “Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 
350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa 
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kemudian memilih arbitor ketiga dari anggota BPSK yang berasal dari unsur 
pemerintah sebagai ketua majelis. 
Penjelasan Pasal 33, yaitu :
21
 
1. Ketua majelis dalam persidangan wajib memberikan petunjuk kepada 
konsumen dan pelaku usaha, mengenai upaya upaya hukum yang 
digunakan oleh konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa. 
2. Dengan izin Ketua Majelis, konsumen dan pelaku usaha yang 
bersengketa dapat mempelajari semua berkas yang berkaitan dengan 
persidangan dan membuat kutipan seperlunya. 
Dari penjelasan Pasal 33 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 
Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan 
Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ketua majelis dalam 
persidangan berkewajiban memberikan petunjuk kepada konsumen dan pelaku usaha, 
mengenai upaya upaya hukum yang digunakan oleh konsumen dan pelaku usaha yang 
bersengketa, serta dengan izin Ketua Majelis, konsumen dan pelaku usaha yang 
bersengketa dapat mempelajari semua berkas yang berkaitan dengan persidangan dan 
membuat kutipan seperlunya. 
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 Republik Indonesia, “Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor  
350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa 
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32 
 
Penjelasan Pasal 34, yaitu :
22
 
1. Pada hari persidangan 1 (pertama) Ketua Majelis wajib mendamaikan 
kedua belah pihak bila mana tidak tercapai perdamaian, maka 
persidangan dimulai dengan membacakan isi gugatan konsumen dan 
surat jawab pelaku usaha 
2. Ketua Majelis memberikan kesempatan yang sama kepada konsumen 
dan pelaku usaha yang bersengketa untuk menjelaskan hal-hal yang 
dipersengketakan. 
Dari penjelasan Pasal 34 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 
Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan 
Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pada sidang pertama Ketua 
Majelis berkewajiban untuk mendamaikan para pihak bersengketa bila mana tidak 
tercapai perdamaian antara pihak yang bersengketa, maka persidangan dimulai 
dengan membacakan isi gugatan konsumen dan surat jawab pelaku usaha serta Ketua 
majelis memberikan kesempatan yang sama kepada konsumen dan pelaku usaha yang 
bersengketa untuk menjelaskan hal-hal yang dipersengketakan. 
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 Republik Indonesia, “Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 
350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa 
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Penjelasan Pasal 35, yaitu :
23
  
1. Pada persidanga 1 (pertama) sebelum pelaku usaha memberikan 
jawabanya konsumen dapat mencabut gugatannya dengan membuat 
surat pertanyaan. 
2. Dalam hal gugatan dicabut oleh konsumen sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) maka dalam persidangan pertama Majelis wajib 
mengumumkan bahwa gugatan dicabut. 
3. Apabila dalam proses penyelesaiaan sengketa konsumen terjadi 
perdamaian antara konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa, 
Majelis wajib membuat putusan dalam bentuk penetapan perdamaian. 
Dari penjelasan Pasal 35 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 
Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan 
Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pada persidanga pertama 
sebelum pelaku usaha memberikan jawabanya konsumen dapat mencabut gugatannya 
dengan membuat surat pertanyaan bila mana hal tersebut terjadi maka Majelis wajib 
mengumumkan bahwa gugatan dicabut. Serta apabila dalam proses penyelesaiaan 
sengketa konsumen terjadi perdamaian antara para pihak yang bersengketa maka 
Majelis wajib membuat putusan dalam bentuk penetapan perdamaian. 
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Penjelasan Pasal 36, yaitu :
24
 
1. Apabila pelaku usaha atau konsumen tidak hadir pada hari persidangan 
1 (pertama) majelis memberikan kesempatan terakhir kepada 
konsumen dan pelaku usaha untuk hadir pada persidangan ke 2 
(kedua) dengan membawa alat bukti yang diperlukan. 
2. Persidangan ke 2 (kedua) diselenggarakan selambat-lambatnya dalam 
waktu 5 (lima) hari terhitung sejak hari persidangan 1 (pertama) dan 
diberitahukan dengan surat panggilan kepada konsumen dan pelaku 
usaha oleh sekretariat BPSK. 
3. Bilamana pada persidangan ke 2 (kedua) konsumen tidak hdir, maka 
gugatanya dinyatakan gugur demi hukum, sebaliknya apabila pelaku 
usaha yang tidak hadir, maka gugatan konsumen dikabulkan oleh 
majelis tanpa kehadiran pelaku usaha. 
Dari penjelasan Pasal 36 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 
Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan 
Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Apabila pelaku usaha atau 
konsumen tidak hadir pada hari persidangan pertama majelis masih memberikan 
kesempatan terakhir kepada konsumen dan pelaku usaha untuk hadir pada 
persidangan kedua, serta membawa alat bukti yang diperlukan. Persidangan kedua 
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diselenggarakan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari terhitung sejak hari 
persidangan pertama dan diberitahukan dengan surat panggilan kepada konsumen dan 
pelaku usaha oleh sekretariat BPSK. Bilamana pada persidangan yang kedua 
konsumen tidak hadir, maka gugatanya dinyatakan gugur demi hukum, namun 
sebaliknya apabila pelaku usaha yang tidak hadir, maka gugatan konsumen 
dikabulkan oleh majelis tanpa kehadiran pelaku usaha. 
D. Pandangan Islam tentang Perlindungan Konsumen 
Q.S An-Nisa/4:59 yang menegaskan : 
                          
                        
             
Terjemahnya :  
“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. 
Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah 
kepada Allah (Al-Qur;an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada 
allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih 
baik akibatnya.”25 
Pesan utama ayat ini adalah menekankan perlunya mengembalikan segala 
sesuatu kepada Allah dan rasul-Nya, khususnya jika muncul perbedaan pendapat. Ini 
terlihat dengan jelas ada pernyataan, maka jika kamu tarik menarik pendapat 
menyangkut sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul 
(sunnah), dan ayat-ayat sesudahnya yang megecam mereka yang ingin mencari 
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sumber hukum selain Rasul saw., lalu penegasan bahwa Rasul tidak diutus kecuali 
untuk ditaati, dan penafian iman bagi yang tidak menerima secara tulus ketetapan 
Rasul saw.
26
 
Sesungguhnya kedaulatan hukum itu hanya milik Allah, bagi kehidupan 
manusia, dalam urusan yang besar maupun yang kecil. Untuk semua itu, Allah telah 
membuat syariat yang dituangkan-Nya dalam Al-Qur’an. Allah wajib ditaati, di 
antara hak prerogratif uluhiyyah ialah membuat syariat. Maka, syariat-Nya wajib 
dilaksanakan. Orang yang beriman wajib taat kepada Allah dan wjib taat kepada 
Rasulullah karena tugasnya itu, yaitu tugas mengemban risalah dari Allah. Adapun 
mengenai ulil amri, adalah dari kalangan orang-orang mukmin sendiri, yang telah 
memenuhi syarat iman dan batasan islam yang dijelaskan dalam ayat itu, yaitu ulil 
amri yang taat kepada Allah dan Rasul.
27
 
Ayat diatas menjelaskan apabila terjadi sengketa kita sebagai insan yang 
beriman perlu kembali kepada Allah SWT dan Rasulullah saw untuk menemukan 
titik temu dari apa yang disengketakan, didalam Al-Qur’an juga menganjurkan 
perdamaian apa bila terjadi sengketa sebagaiman yang dijelaskan dalam, Q.S Al-
Hujurat/49:9-10 yang menegaskan : 
                        
                          
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                        
                     
Terjemahnya : 
9. “Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah 
antara keduannya. Jika salah satu dari keduannya berbuat zalim terhadap 
(golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, 
sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah 
kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan 
adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku 
adil.” 10. “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu 
damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertaqwalah kepada 
Allah agar kamu mendapat rahmat.”28 
Q.S Al-Hujurat ayat 9 berbicara tentang perselisihan antara kaum mukminin 
yang disebabkan oleh adanya isu yang tidak jelas kebenarannya. Dan jika ada dua 
kelompok orang-orang mukmin bertikai dalam bentuk sekecil apapun maka 
damaikanlah mereka. Jika salah satu dari keduannya masi tetap berbuat aniaya 
terhadap kelompok lain maka tindakilah kelompok yang berbuat aniaya tersebut agar 
kembali kepada perintah Allah yaitu menerima kebenaran. Apabila kelompok yang 
melakukan aniaya telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah kedua 
kelompok itu dengan adil dan berlaku adillah dalam segala hal agar putusan kamu 
dapat diterima dengan baik oleh semua kelompok. Sesungguhnya Allah senang 
ditegakkannya keadilan walau itu mengakibatkan keteganngan hubungan antara 
kedua belah pihak yang berselisih, tetapi Allah lebih senang lagi apabila kebenaran 
dapat dicapai sekaligus dan menciptakan hubungan harmonis antara pihak-pihak yang 
tadinya berselisih.
29
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Ayat diatas mencerminkan kaidah umum yang ditetapkan untuk memelihara 
kelompok islam dari perpecahan. Kaidah itupun bertujuan meneguhkan kebenaran, 
keadilan, dan perdamaiaan. Yang menjadi pilar bagi semua ini adalah ketakwaan 
kepada Allah dan harapan akan rahmat-Nya dengan menegakkan keadilan dan 
perdamaiaan. Al-Qur’an mengantisipasi kemungkinan terjadinya perang antara dua 
kelompok mukmin. Salah satu kelompok itu berlaku zalim atas kelompok lain, Allah 
mewajibkan kaum mukmin lain tentu saja bukan dari kalangan yang bertikai untuk 
mendamaikannya berlandaskan kepada keadilan.
30
 
Q.S Al-Hujurat Ayat 10 juga menjelaskan, perlunya dilakukan perdamaian 
karena sesungguhnya orang-orang mukmin bersaudara meskipun tidak seketurunan 
tetapi mimiliki keterikatan bersama dalam iman dan juga keterikatan bagai 
seketurunan. Orang  beriman hendaklah menjaga hubungan yang harmonis antara 
orang-orang mukmin karena akan melahirkan limpahan rahmat bagi mereka semua. 
Jagalah diri kamu agar tidak ditimpa bencana, baik akibat pertikaian itu maupun 
selainnya supaya kamu mendapat rahmat antara lain rahmat persatuan dan kesatuan. 
Perpecahan dan pertikaian yang terjadi antara kedua saudara kamu apalagi jumlah 
yang bertikai lebih dari dua orang akan mengundang bencana bagi mereka yang 
bertikai, yang pada puncaknya dapat mengakibatkan pertumpahan darah dan perang 
saudara.
31
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Seruan dan hukum di atas diikuti dengan sentuhan atas kalbu orang-orang 
yang beriman dan tuntutan supaya menghidupkan ikatan yang kuat diantara mereka. 
Yaitu, ikatan yang menyatukan mereka setelah bercerai-berai, mengingatkan mereka 
supaya bertakwa kepada Allah, dan mengisyaratkan perolehan rahmat-Nya yang 
diraih dengan ketakwaan. Implikasi dari persaudaraan ini adalah hendaknya rasa 
cinta, perdamaiaan, kerja sama, dan persatuan menjadi landasan utama masyarakat 
muslim. Agar apabila terjadi perselisihan diantara dua kubu kaum mukmin supaya 
mencari jalan damai untuk menyelesaikan permasalahannya.
32
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BAB III 
METODOLOGI  PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian  
1. Jenis Penelitian 
Penelitian yang dilakukan adalah Penelitian hukum normatif-empiris, 
yang dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka 
yang bersumber dari undang-undang, keputusan menteri, buku-buku, telaah 
terhadap dokumen perkara serta putusan-putusan Badan Penyelesaiaan 
Sengketa Konsumen Makassar yang berkaitan dengan peranan BPSK dalam 
menyelesaikan sengketa konsumen melalui proses konsiliasi sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, juga 
diikuti observasi di BPSK Makassar dan wawancara dengan kepala bidang 
perlindungan konsumen dan majelis BPSK Makassar 
2. Lokasi penelitian 
Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam 
penyusunan skripsi ini, maka lokasi penelitian ini dilakukan pada Badan 
Penyelesaiaan Sengketa Konsumen Makassar, kareana BPSK Makassar 
merupakan badan khusus yang dibentuk untuk menangani sengketa atau 
permasalahan konsumen dengan pelaku usaha. 
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B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam pendekatan hukum normatif-
empiris (pendekatan nonjudicial case study), yaitu pendekatan studi khusus hukum 
tanpa konfik, kalaupun ada konflik diselesaikan oleh para pihak sendiri secara damai 
(konsiliasi melalui BPSK Makassar). tanpa campur tangan pengadilan. 
 Fokus penelitian dalam judicial case study, yaitu menegakkan ketentuan-
ketentuan peraturan perundang-undangan pada peristiwa/ kasus kontrak jual-beli 
sepeda motor secara kredit dengan angsuran sujmlah uang tertentu dan selama waktu 
tertentu. Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum 
positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum in concerto dalam 
masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian, 
yaitu:
1
 
1. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normative yang berlaku. 
2. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa in conceerto guna untuk 
mencapai tujuan yang telah di tentukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan 
melalui perbuatan. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realiasi 
pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normative yang dikaji telah 
dijalankan secara patut atau tidak. 
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Bakti, 2004), h. 52. 
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C. Sumber Data 
Dalam penyusunan skripsi ini, data yang diperoleh dalam penelitian dapat 
dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu : 
1. Data Primer, antara lain berupa observasi wawancara langsung pihak-pihak 
yang terkait 
2. Data Sekunder merupakan bahan hukum primer yang berupa peraturan 
perundang-undangan, dalam penyusunan skripsi ini yakni Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaiaan 
Sengketa, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik 
Indonesia  NO : 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan 
Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dokumen perkara dan 
putusan BPSK Makassar. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Sehubungan dengan pendekatan penelitian diatas, teknik pengumpulan 
data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 
normatif empiris, dilakukan dengan cara mengunjungi langsung ke objek 
penelitian yaitu Badan Penyelesaiaan Sengketa Konsumen Makassar. Penelitian 
ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan seperti: 
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1. Kajian terhadap Undang-Undang, keputusan menteri, dokumen perkara dan 
putusan BPSK Makassar. 
2. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada objek 
penelitian terhadap peranan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen 
melalui proses konsiliasi di Instansi  terkait 
3. Wawancara langsung, yaitu melakukan tanya-jawab dengan pihak-pihak yang 
berhubungan dengan masalah penelitian yaitu majelis atau konsiliator. 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen Penelitian yang dipakai untuk memperoleh data-data penelitian saat 
sudah memasuki tahap pengumpulan data di lapangan adalah wawancara langsung, 
dokumentasi, dan observasi, instrumen penelitian inilah yang akan menggali data dari 
sumber - sumber informasi. 
F. Teknik Pengolahan dan analisis data 
Dalam penyusunan ini, penyusun menggunakan analisis data secara kualitatif 
yaitu analisis data primer maupun data sekunder yang diperoleh penyusun guna 
mendapatkan gambaran nyata tentang peranan Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen Makassar dalam menyelesaiakan sengketa konsumen melalui proses 
konsiliasi (pendekatan kasus 2010--2015). Kemudian dipaparkan secara deskriptif 
yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan dengan 
penyelesaiannya yang berkaitan dengan penyusunan ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum  
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dibentuk di setiap daerah tingkat II 
sesuai dengan pasal 49 undang-undang perlindungan konsumen. BPSK merupakan 
badan yang di bentuk secara khusus untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar 
pengadilan sesuai dengan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang tentang Perlindungan 
Konsumen. 
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Makassar dibentuk pada tahun 2001, 
hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 
tentang Pembentukan Badan Penyelasaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah 
Kota Medan , Kota Palembang , Kota Jakarta Pusat , Kota Jakarta Barat , Kota 
Bandung , Kota Semarang , Kota Yogyakarta , Kota Surabaya, Kota Malang dan Kota 
Makassar.
1
 
Dalam penyelasaian sengketa konsumen dibentuk majelis yang terdiri atas 
sedikitnya 3 ( tiga ) anggota dibantu oleh seorang panitera (Pasal 54 ayat 1 dan 2). 
Putusan yang di jatuhkan majelis BPSK bersifat final dan mengikat (Pasal 54 ayat 3). 
BPSK wajib menjatuhkan putusan selambat-lambatnya 21( dua puluh satu ) hari kerja 
sejak gugatan diterima ( Pasal 55 ). Keputusan BPSK itu wajib dilaksanakan pelaku 
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 Republik Indonesia, “Keputusan Presiden RI Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan 
Badan Penyelasaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Medan , Kota Palembang , Kota 
Jakarta Pusat , Kota Jakarta Barat , Kota Bandung , Kota Semarang , Kota Yogyakarta , Kota 
Surabaya, Kota Malang dan Kota Makassar,”. 
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usaha dalam jangka waktu 7 ( Tujuh) hari setelah diterimanya putusan , atau apabila 
ia keberatan dapat mengajukan pada Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 14 
(Empat Belas) hari kerja.
2
 
 Selain itu penyusun mendapatkan data tentang prosedur atau tata cara (Alur) 
mengajukan gugatan ke BPSK, yang akan di jabarkan sebagai berikut : 
Konsumen membawa berkas gugatan ke staf BPSK selanjutnya staf 
menferifikasi kebenaran dan kelengkapann data pengaduan serta mengkonsultasikan 
cara penyelesaian pengaduan. Ketua BPSK bertugas menetapkan majelis, 
menetapkan panitera, memanggil konsumen, dan pelaku usaha. 
 Sidang 1 (pertama), dilaksanakan selambat-lambatnya pada hari kerja ke-7, 
majelis menyelasikan sengketa dengan cara konsiliasi, mediasi, atau arbitrasi. Jika 
konsumen dan/atau pelaku usaha tidak hadir maka dilakukan pemanggilan pada 
sidang ke- 2. 
 Putusan diambil selambat-lambatnya pada hari kerja ke-21 setelah menerima 
gugatan, jika para pihak hadir mendengarkan putusan maka putusan di sampaikan 
selambat-lambatnya pada hari kerja ke-7 setelah putusan dibacakan. Pelaku usaha 
yang menerima kesepakatan tertulis wajib melaksanakan dalam waktu 7 hari kerja 
serta apabila pihak menolak kesepakatan tertulis wajib mengajukan keberatan dalam 
waktu 14 hari kerja ke Pengadilan Negeri. 
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 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 
h.126-127. 
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B. Peranan Konsiliator dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Melalui 
Proses Konsiliasi di Badan Penyelesaiaan Sengketa Konsumen Makassar 
Ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan 
bahwa semua undang-undang yang ada dan berkaitan dengan perlindungn konsumen 
tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau telah diatur khusus oleh undang-
undang ini. Oleh karena itu, tidak dapat lain haruslah dipelajari juga peraturan 
perundang-undangan tentang konsumen dan/atau perlindungan konsumen lain dalam 
kaidah-kaidah hukum peraturan perundang-undangan umum yang mungkin atau 
dapat mengatur dan/atau melindungi hubungan dan/atau masalah konsumen dengan 
penyedia barang dan jasa. Sebagai akibat dari penggunaan peraturan perundang-
undangan umum ini, dengan sendirinya berlaku pula asas-asas hukum yang 
terkandung di dalam berbagai pengaturan dan/atau perlindungan hukum konsumen 
tersebut. Padahal nanti akan nyata, di antara asas hukum tersebut tidak cocok untuk 
memenuhi fungsi pengaturan dan/atau perlindungan pada konsumen, tanpa setidak-
tidaknya dilengkapi/diadakan pembatasan berlakunya asas-asas hukum tertentu itu. 
Pembatasan dimaksudkan dengan tujuan “menyeimbangkan kedudukan” diantara 
para pihak pelaku usaha dan/atau konsumen bersangkutan.
3
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Hal yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan umum adalah 
semua peraturan perundang-undangan tertulis yang diterbitkan oleh badan-badan 
yang berwenang untuk itu, baik di pusat maupun di daerah-daerah. Peraturan 
perundang-undangan itu, di antara lain adalah (di pusat) Undang-Undang Dasar 1945, 
Undang-Undang/Pengaturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan 
Presiden, dan seterusnya. Di (daerah-daerah) peraturan daerah (Peraturan Daerah 
Provinsi atau Kabupaten/Kota serta peraturan desa dan sebagainya). Purnadi dalam 
bukunya menyebutkan:
4
 “Perundang-undangn umum sebagai undang-undang dalam 
arti materiil”. 
Az. Nasution (dalam Celina Tri Siwi Kristiyanti) menjelaskan konsekuensi 
dari upaya menyusun rancangan undang- undang tentang perlindungan konsumen 
yang sekarang sudah diberlakukan dapat disebut sebagai membangun tata hukum 
konsumen secara tersendiri yang berada dalam Sistem Hukum Indonesia. Sungguh ini 
pekerjaan yang bukan sederhana sebagai contoh dapat dikemukakan sebagai berikut:
5
 
Pertama, apabila kita mengkaji peraturan yang berkaitan dengan masalah 
standar, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan, Menteri 
Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri lain, dapat dikatakan bahwa standar yang 
ditetapkan itu selain dimaksud untuk memberi perlindungan kepada konsumen juga 
                                                          
4
 Purnadi Purbacaraka, Perundang-undangan dan Yurisprudensi (Bandung: Alumni, 1979), h. 
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 AZ Nasution, “ Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada 
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melindungi konsumen yang berstatus pengusaha, ataupun masyarakat umum lainnya. 
Demikian pula pengaturan mengenai ukuran, timbangan, takaran atau ketentuan 
mengenai label, ketentuan daluwarsa, dan sebagainya. 
Kedua, ketentuan dalam hukum pidana yang berkaitan dengan penipuan, 
pemalsuan, penjualan barang dapat membahayakan jiwa manusia (Pasal 383, 263, 
202, 382). Ketentuan ini termaksud sebagai delik pidana, yaitu perbuatan yang 
bersifat melawan hukum yang dilarang dan diancam dengan pidana. Ketentuan ini 
termaksud pula melindungi konsumen, namun juga melindungi masyarakat pada 
umumnya. 
Ketiga, Ketentuan dalam hukum perdata yang berkaitan dengan perikatan 
(pasal 1233, 1234, 1313, 1351) mengatur hubungan perjanjian para pihak baik yang 
berstatus konsumen maupun status pengusaha sebagai produsen barang atau jasa. 
Keempat, ketentuan tentang bidang peradilan, Undang-Undang No. 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai peradilan umum yang 
disebut pengadilan negeri. Pengadilan ini selanjutnya merupakan lembaga peradilan 
yang mengadili perkara pidana dan perdata bagi perkara yang menyangkut 
masyarakat umum termaksud konsumen. 
Dari keempat catatan tersebut, ada upaya membangun tata hukum yang 
diperuntukkan bagi konsumen Indonesia dalam sistem Hukum Indonesia yang sudah 
berlaku dewasa ini. 
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Alasan yang dapat dikemukakan untuk menerbitkan peraturan perundang-
undangan yang secara khusus mengatur dan melindungi kepentingan konsumen dapat 
disebutkan sebagai berikut:
6
 
a. Konsumen memerlukan pengaturan tersendiri, karena dalam suatu 
hubungan hukum dengan penjual, konsumen merupakan pengguna barang 
dan jasa untuk kepentingan diri sendiri dan tidak untuk diproduksi atau 
diperdagangkan. 
b. Konsumen memerlukan sarana atau acara hukum tersendiri sebagai upaya 
guna melindungi atau memperoleh haknya.  
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan suatu lembaga 
khusus yang dibentuk oleh pemerintah di tiap-tiap daerah tingkat II kabupaten untuk 
penyelesaian sengketa konsumen di luar proses peradilan umum.
7
  
Berkenaan dengan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 
(BPSK) di daerah tingkat II sebagaiman ditentukan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-
Undang Perlindungan Konsumen, pemerintah telah mengeluarkan Keputusan 
Presiden Nomor 90 Tahun 2001 pada tanggal 21 Juli 2001. Di dalam Pasal 1 Keppres 
ini ditentukan bahwa pembentukan Badan Penyelesaiaan Senketa Konsumen 
dilakukan pada pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota 
                                                          
6
 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 
h. 49.  
7
 Gunawan Widjaja, Alternatif Penyelesaian Sengketa (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
2002), h 76. 
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Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota surabaya, Kota 
Malang, dan Kota Makassar.
8
 
Dari penjelasan Keputusan Presiden Nomor 90 tahun 2001, Kota Makassar 
merupakan salah satu daerah tingkat II yang telah dibentuk badan khusus untuk 
menyelesaikan sengketa konsumen, yaitu : Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 
(BPSK). Dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik 
Indonesia  NO : 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang 
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 3 (a) dijelaskan ada tiga cara 
penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh Badan Penyelesaiaan Sengketa 
Konsumen (BPSK) yaitu: Konsiliasi, Mediasi dan Arbitrase.
9
 
Dari penjelasan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik 
Indonesia  NO : 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang 
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 3 (a) salah satu penyelesaian sengketa 
melalui Badan Penyelesaian Sengketa konsumen adalah Konsiliasi. 
Konsiliasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa dapat kita 
temukan dalam ketentuan pasal 1 angka 10 alinea ke-9 penjelasan umum Undang- 
                                                          
8
 Ahmadi Miru dan sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: PT 
RajaGrafindo Persada, 2014), h. 242. 
9
 Republik Indonesia, “Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan RI Nomor : 
350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaiaan Sengketa 
Konsumen,”. 
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Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 
Sengketa.
10
 
Dalam Black’s Law Dictionary dikatakan bahwa konsiliasi adalah : 
Conciliation is the adjusment and settlement of a dispute in a friendly, 
unantagonistic  manner used in courts before trial with a view towards 
avoiding trial and in labor disputes be fore arbitration. 
Court of conciliation is a court which proposes terms of adjust ment, so as to 
avoid litigation. 
Jika kita kembali pada asal kata konsiliasi, conciliation (dalam Bahasa 
Inggris) berarti perdamaian dalam bahasa Indonesia. Kemudian juga jika kita simak 
pengertian yang diberikan dalam Black’s law dictionary dapat kita katakan bahwa 
pada prinsipnya konsiliasi merupakan perdamaian.
11
 Dalam hal yang demikian 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 Bab ke-delapan 
belas Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berarti segala sesuatu yang 
dimaksudkan untuk diselesaikan melalui konsiliasi tunduk pada ketentuan Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata, dan secara khusus pasal 1851 sampai 1864. Berarti 
hasil kesepakatan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa konsiliasi 
inipun harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani secara bersama oleh para pihak 
yang bersengketa. Sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (7) jo pasal 6 ayat (8) 
Undang-undang No. 30 Tahun 1999, kesepakatan tertulis hasil konsiliasi tersebutpun 
harus didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari 
                                                          
10
  Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa,”.  
11
 Gunawan Widjaja, Alternatif Penyelesaian Sengketa (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
2002), h. 93. 
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terhitung sejak tanggal penandatanganan, dan dilaksanakan dalam jangka waktu 30 
(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran di Pengadilan Negeri. 
Kesepakatan tertulis hasil konsiliasi bersifat final dan mengikat para pihak. 
Berbeda dengan negosiasi, konsiliasi, yang dijelaskan dalam Black’s Law 
Dictionary, merupakan langkah awal perdamaian sebelum sidang peradilan (litigasi) 
dilaksanakan. Bahkan jika kita melihat pada ketentuan yang diatur dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata, dengan berasumsi bahwa yang dimaksud dengan 
konsiliasi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah identik dengan 
perdamaian yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka 
konsiliasi tidak hanya dapat dilakukan untuk mencegah dilaksanakan proses litigasi 
(peradilan). Melainkan juga dapat dilakukan oleh para pihak, dalam setiap tingkat 
peradilan yang sedang berlangsung, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dengan 
pengecualian untuk hal-hal atau sengketa dimana telah diperoleh suatu putusan hakim 
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak dapat dilakukan konsiliasi.
12
 
Antara proses mediasi dan konsiliasi kadang-kadang tidak dapat dibedakan, 
bahkan istilah mediasi dan konsiliasi oleh beberapa orang/pakar hukum dapat 
digunakan salaing bergantian dan banyak yang berpendapat pula tidak adanya 
perbedaan yang esensial antara keduanya.
13
 
                                                          
12
 Gunawan Widjaja, Alternatif Penyelesaian Sengketa (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
2002), h. 94. 
13
 Desriza Ratman, Mediasi Nonlitigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep Win-Win 
Solution  (Jakarta: PT Gramedia, 2012), h. 119. 
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Menurut Michael Noone, “consiliation process are commonly much more 
interventionist than private mediation”14 (terjemahannya proses konsiliasi umumnya 
jauh lebih intervensionis dari mediasi).
15
 Sementra menurut Oppeinhim 
menyebutkan, bahwa konsiliasi adalah proses penyelesaiaan sengketa dengan 
menyerahkan kepada suatu komisi orang-orang yang bertugas 
menguraikan/menjelaskan fakta-fakta dan (biasanya setelah mendengar para pihak, 
mengupayakan agar mereka mencapai suatu kesepakatan) membuat usulan-usulan 
untuk suatu penyelesaian, namun keputusan tersebut tidak mengikat. 
Faktor-faktor yang membuat sulitnya membedakan antara konsiliasi dengan 
mediasi adalah karena keduanya memiliki ciri-ciri yang sama atau hampir mirip, 
seperti : memiliki sifat kooperatif dalam prosesnya, menggunakan pihak ketiga yang 
netral, masuknya pihak ketiga untuk membantu penyelesaian damai dan sama-sama 
bertujuan untuk kesepakatan secara damai.
16
 
 
 
 
                                                          
14
 Desriza Ratman, Mediasi Nonlitigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep Win-Win 
Solution (Jakarta: PT Gramedia, 2012), h. 119. 
15
 “consiliation process are commonly much more interventionist than private mediation”, 
Logman English Dictionary Online. http://Indoonline.com (10 Mei 20015). 
16
 Desriza Ratman, Mediasi Nonlitigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep Win-Win 
Solution (Jakarta: PT Gramedia, 2012), h. 119. 
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Persamaan dan perbedaan Persidangan Sengketa Melalui Proses Konsiliasi 
dengan Mediasi : 
Tugas Majelis Sebagai Konsiliator (Pasal 
28) 
Tugas Majelis Sebagai Mediator 
(Pasal 30) 
a. Memanggil konsumen dan pelaku 
usaha yang bersengketa  
b. Memanggil saksi dan saksi ahli bila 
diperlukan 
c. Menyediakan forum bagi konsumen 
dan pelaku usaha yang bersengketa 
d. Menjawab pertanyaan konsumen dan 
pelaku usaha, perihal perundang-
undangan di bidang perlindungan 
konsumen. 
 
a.  Memanggil konsumen dan pelaku 
usaha yang bersengketa 
b. Memanggil saksi dan saksi ahli bila 
diperlukan 
c. Menyediakan forum bagi konsumen 
dan pelaku usaha yang bersengketa 
d. Secara aktif mendamaikan konsumen 
dan pelaku usaha yang bersengketa 
e. Secara aktif memberikan saran atau 
anjuran penyelesaiaan sengketa 
konsumen sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan di bidang 
perlindungan konsumen 
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Tata cara persidangan sengketa melalui 
proses Konsiliasi (Pasal 29) 
Tata cara persidangan sengketa melalui 
proses Mediasi (Pasal 31) 
a. Majelis menyerahkan 
sepenuhnya proses penyelesaian 
sengketa kepada konsumen dan 
pelaku usaha yang 
bersangkutan, baik mengenai 
bentuk maupun jumlah ganti 
rugi 
b. Majelis bertindak pasif sebagai 
Konsiliator 
c. Majelis menerima hasil 
musyawarah konsumen dan 
pelaku usaha dan mengeluarkan 
keputusan 
 
a. Majelis menyerahkan 
sepenuhnya proses penyelesaian 
sengketa kepada konsumen dan 
pelaku usaha yang 
bersangkutan, baik mengenai 
bentuk maupun jumlah ganti 
rugi 
b. Majelis bertindak aktif sebagai 
mediator dengan memberikan 
nasehat, petunjuk, saran dan 
upaya-upaya lain dalam 
menyelesaikan sengketa 
d. Majelis menerima hasil 
musyawarah konsumen dan 
pelaku usaha dan mengeluarkan 
ketentuan 
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 Tabel di atas berdasarkan Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan 
Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
17
. 
Berdasarkan tabel tersebut persidangan dengan cara konsiliasi dijelaskan pada 
pasal 29 (b) “Majelis bertindak pasif sebagai Konsiliator”, dijelaskan juga tentang 
persidangan dengan cara mediasi pada pasal 30 (d) “secara aktif mendamaikan 
konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa; (e) “secara aktif memberikan saran 
atau anjuran penyelesaian sengketa konsumen sesuai dengan peraturan perundang-
undangan di bidang perlindungan konsumen”. Dijelaskan juga pada pasal 31 (b) 
majelis bertindak aktif sebagai mediator dengan meberikan nasehat, petunjuk, saran 
dan upaya-upaya lain dalam menyelesaikan sengketa. 
 Dari penjelesan tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan perbedaan antara 
konsiliasi dan mediasi hanya pada peran dari konsiliator dan mediator, yang dimana 
berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia 
Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen. Peran konsiliator dalam mendamaikan konsumen 
bertindak pasif, sedangkan peran mediator bertindak aktif dalam hal memberikan 
nasehat, petunjuk, saran, dan upaya-upaya lain dalam menyelesaikan sengketa. 
                                                          
17
 Republik Indonesia, “Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan RI Nomor : 
350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaiaan Sengketa 
Konsumen,”. 
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Tugas majelis sebagai konsiliator (netrla) dalam menyelesaikan sengketa 
konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Makassar berdasarkan 
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 
350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen pasal 28, yaitu :  
a. Memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa 
b. Memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan 
c. Menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha yang 
bersengketa 
d. Menjawab pertanyaan konsumen dan pelaku usaha, perihal perundang-
undangan di bidang perlindungan konsumen. 
Dari penjelasan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik 
Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang 
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pasal 28, dapat ditarik sebuah kesimpulan 
bahwa peran dari kosiliator yaitu : Memanggil konsumen dan pelaku usaha yang 
bersengketa, Memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan, serta konsiliator juga 
harus menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa, 
kosiliator juga bertugas menjawab pertanyaan konsumen dan pelaku usaha mengenai 
perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen.   
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Hal tersebut juga di tegaskan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh 
penyusun dengan Bapak Dr. Rustan, SH., MH. Selaku Majelis di BPSK Makassar 
mengatakan bahwa: 
“Peran dari majelis sebagai konsiliator, yaitu : memanggil konsumen dan 
pelaku usaha, saksi dan/atau saksi ahli bila diperlukan, menyediakan tempat 
bertemu untuk para pihak yang bersengketa, serta menjawab pertanyaan 
konsumen dan produsen/pelaku usaha mengenai perundang-undangan di bidang 
perlindungan konsumen.”18   
Dari wawancara tersebut dapat kita lihat hal yang dikatakan oleh Bapak Dr. 
Rustan., SH., MH. tentang peran dari konsiliator dalam menyelesaikan sengketa 
antara pihak konsumen dan pelaku usaha, sesuai dengan  penjelasan Keputusan 
Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 
350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 28. 
Berdasarkan hasil penelitian peneliti (penyusun skripsi) selama satu bulan di 
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Makassar penyusun menemukan bahwa 
kasus yang ditangani oleh BPSK Makassar dari tahun 2010--2015, yaitu sebanyak 
166 kasus sengketa konsumen. Dari 166 kasus yang ditangani oleh BPSK Makassar 
proses penyelesaian sengketa melalui konsiliasi hanya menyelesaikan 2 kasus. Hal ini 
dikarenakan peran dari konsiliator dalam menyelesaikan sengketa konsumen bersifat 
pasif (tidak aktif dalam memberikan nasehat, petunjuk, saran dan upaya-upaya lain 
                                                          
18
Rustan, Majelis BPSK Makassar, Wawancara, Makassar, 15 Januari 2016.  
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dalam menyelesaikan sengketa) sehingga proses penyelesaian sengketa melalui 
konsiliasi tidak optimal. 
Gambar 1, Jumlah Kasus yang diadukan kepada BPSK Kota Makassar 
dari Tahun 2010 sampai 2015 
 
Sumber : Data di peroleh penyusun dari BPSK Kota Makassar Tahun 2015 
Berdasarkan data yang didapatkan oleh penyusun selama melakukan 
penelitian kurang lebih 1 bulan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 
Makassar, dengan melihat grafik di atas maka dapat disimpulkan bahwa jumlah 
pengaduan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tertinggi pada tahun 2012, 
kasus yang terjadi saat itu didominasi oleh kasus pembiayaan kendaraan bermotor. 
Karena pada tahun 2012 banyak konsumen yang dirugikan oleh lembaga pembiayaan 
tersebut sehingga konsumen secara bersama-sama mengadukan sengketa mereka ke 
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Makassar. Hal ini tentu 
menunjukkan bahwa masyarakat (konsumen) telah paham akan keberadaan Badan 
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Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai lembaga khusus yang menangani sengketa 
konsumen. 
C. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Oleh Konsiliator dalam Menyelesaikan 
Sengketa Konsumen Melalui Proses Konsiliasi di Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen Makassar 
Setelah penyusun melakukan penelitian kurang lebih 1 bulan di Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Makassar, penyusun mendapatkan data 
jumlah kasus yang di tangani oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui 
proses Konsiliasi, Mediasi, dan Arbitrase.  
Gambar 2, Jumlah Kasus yang ditangani BPSK Kota Makassar melalui 
Konsiliasi, Mediasi, dan Arbitrase dari Tahun 2010 sampai 2015 
 
Sumber : Data di peroleh penyusun dari BPSK Kota Makassar Tahun 2015 
Grafik di atas menunjukkan jumlah kasus yang ditangani oleh Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui proses konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. 
Nampak jelas dari garfik di atas bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 
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hanya menyelesaian sengketa melalui proses konsiliasi pada tahun 2015 yaitu 
sebanyak 2 perkara atau kasus. 
Berdasarkan hasil wawancara yang penyusun telah lakukan kepada Ibu Sri 
Rejeki, Kepala Bidang Perlindungan konsumen menjelaskan bahwa : 
“Alasan mengapa tidak pernahnya terjadi penyelesaian sengketa secara 
konsiliasi pada tahun 2010 sampai 2014 karena pada tahap ini hanya sebatas 
mempertemukan kedua belah pihak, sehingga untuk mencapai suatu 
kesepakatan pada tahap ini masih sangat sulit. Biasanya ada pihak yang tidak 
hadir, serta pada tahap ini para pihak tidak langsung memutuskan suatu 
kesepakatan sehingga harus dilanjutkan ke tahapan selanjutnya yaitu 
mediasi.”19 
 
 
Hasil wawancara yang penyusun telah lakukan kepada Bapak Dr. Rustan, 
SH., MH. Selaku Majelis di BPSK, juga menjelaskan bahwa : 
“Dalam menyelesaikan sengketa konsumen melalui proses konsiliasi, majelis 
sebagai konsiliator hanya bertugas menyediakan tempat untuk mempertemukan 
pihak konsumen dan pelaku usaha. Posisi konsiliator merupakan pihak yang 
(netral) dan bersifat pasif dalam proses konsiliasi tersebut, berbeda dengan 
mediasi yang dimana majelis sebagai mediator aktif dalam memberikan 
nasehat, petunjuk, saran, dan upaya-upaya lain dalam menyelesaikan sengketa 
antara para pihak.”20 
Mengacu pada hasil wawancara yang telah dijelaskan di atas penyusun dapat 
menarik sebuah kesimpulan bahwa, yang menjadi faktor-faktor penghambat bagi 
konsiliator sebagai pihak netral dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan 
pelaku usaha adalah : 
a. Konsiliator bersifat pasif 
Konsiliator bersifat pasif yang artinya majelis tidak aktif dalam 
memberikan nasehat, petunjuk, saran dan upaya-upaya lain dalam 
                                                          
19
 Sri Rejeki, Kepala Bidang Perlindungan Konsumen BPSK Makassar, Wawancara, 
Makassar, 28 Januari 2016 
20
 Rustan, Majelis BPSK Makassar, Wawancara, Makassar, 15 Januari 2016. 
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menyelesaikan sengketa. Majelis sebagai konsiliator hanya bertugas 
mempertemukan kedua belah pihak dan konsiliator harus menerima hasil 
kesepakatan musyawarah konsumen dan pelaku usaha; 
b. Salah satu pihak tidak hadir 
Kesepakatan para pihak merupakan salah satu syarat agar konsiliasi ini 
dapat terlaksana, sementara jika salah satu pihak tidak mau hadir, maka 
otomatis tidak diperoleh kesepakatan.  
Dari hasil wawancara Bapak Dr. Rustan, SH., MH. Juga dapat disimpulkan 
antara proses konsiliasi dan mediasi hampir sama atau mirip,  seperti : menggunakan 
pihak ketiga yang netral untuk mnyelesaikan sengketa konsumen dan memiliki tujuan 
yang sama yaitu kesepakatan secara damai, perbedaanya hanya terletak pada andil 
majelis dalam menyelesaikan sengketa. Apabila menggunakan proses konsiliasi, 
majelis sebagai konsiliator bersifat pasif. Berbeda dengan proses mediasi, dimana 
majelis sebagai mediator bertindak aktif dalam menyelesaikan sengketa. Hal ini lah 
yang membuat para pihak yang bersengketa cenderung menggunakan proses mediasi 
dari pada proses konsiliasi. 
D. Solusi Konsiliator dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Melalui Proses 
Konsiliasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Makassar  
Penelitian yang dilakukan penyusun kurang lebih satu bulan di Badan 
Penyelesaiaan Sengketa Konsumen. Penyusun mendapatkan data surat kesepakatan 
perkara 15/BPSK/IV/2015 sengketa antara Rina Maryana M. SH., MH (pihak 
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pertama) dengan PT. Dyata Triputra diwakili oleh Sultarhardi (pihak Kedua) perihal 
ganti rugi yang diselesaikan melalui proses konsiliasi. 
Adapun isi surat kesepakatan  tersebut adalah pihak pertama dan pihak kedua 
sepakat bahwa sengketa konsumen dengan surat somasi No. 002/LBH-INDTIM IV 
2015 diselesaikan dengan cara kekeluargaan, dengan demikian pihak pertama akan 
mencabut segala tuntutan proses hukum termasuk surat panggilan sidang No. 
399/Perindag/IV/2015, adapun permintaan konsumen akan dipenuhi dengan unit baru 
sepeda motor Honda Beat CW eSP secara kredit dengan angsuran Rp. 703000  
selama 35 (tiga puluh lima) bulan dipotong angsuran pertama. 
Berdasarkan isi surat kesepakatan tersebut penyusu menyimpulkan solusi dari 
perkara 15/BPSK/IV/2015, yaitu: 
a. Pihak pertama dan pihak kedua sepakat bahwa sengketa konsumen dengan 
surat somasi No. 002/LBH-INDTIM IV 2015 diselesaikan dengan cara 
kekeluargaan, kekeluargaan maksudnya para pihak menyelesaikannya diluar 
proses pengadilan dan para pihak membuat suatu kesepakatan yang kemudian 
harus ditaati oleh kedua belah pihak.  
b. Pihak pertama akan mencabut segala tuntutan proses hukum termasuk surat 
panggilan sidang No. 399/Perindag/IV/2015. 
c. Pihak kedua akan memenuhi permintaan konsumen berupa sepeda motor 
Honda Beat CW eSP secara kredit dengan angsuran Rp. 703000  selama 35 
(tiga puluh lima) bulan dipotong angsuran pertama. 
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Walaupun ada kasus yang diselesaiakan secara konsiliasi pada tahun 2015, 
namun salah satu majelis berpendapat konsiliasi dihilangkan saja sebagaimana hasil 
wawancara terhadap Bapak Dr Rustan S.H., M.H, selaku Majelis di BPSK Makassar.  
“Beliau berpendapat konsiliasi di hilangkan saja karena majelis tidak berperan 
aktif dalam proses penyelasaian sengketa, dan tugas dari konsiliator hanya 
menyediakan tempat untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa dan 
menjawab pertanyaan konsumen dan pelaku usaha, perihal peraturan 
perundang-undangan dibidang konsumen. Beliau juga berkeyakinan sengketa 
konsumen yang di ajukan ke BPSK sudah di upayakan konsiliasi antara para 
pihak, namun dalam penyelesaian sengketa BPSK tetap memberi peluang untuk 
melakukan komunikasi dengan pemberian informasi.”21 
 
Berdasarkan pendapat dari Bapak Dr Rustan,. S.H., M.H, dan mengamati 
grafik penyelesaian sengketa yang ada pada BPSK di Kota Makassar penyusun dapat 
menarik kesimpulan bahwa proses penyelesaian sengketa konsumen melalui 
konsiliasi pada 2010 hingga 2015 hanya dapat menyelesaikan sebanyak 2 (dua) 
perkara dari 166 kasus yang ditangani oleh BPSK, maka dari itu penyusun 
memandang perlu adanya revisi terhadap Pasal 52 huruf a Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang membahas tentang tugas dan 
wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen. Bentuk revisi terhadap Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ialah proses melalui 
konsiliasi dihilangkan saja atau dihapuskan.  
                                                          
21
 Rustan, Majelis BPSK Makassar, Wawancara, Makassar, 15 Januari 2016. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A.  Kesimpulan 
Sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas pada bab sebelumnya, maka 
penyusun menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut; 
1. Peran konsiliator dalam menyelesaikan sengketa konsumen melalui BPSK 
Makassar adalah memanggil konsumen dan pelaku usaha (saksi dan/atau saksi 
ahli bila diperlukan), menyediakan tempat bertemu untuk para pihak yang 
bersengketa, serta menjawab pertanyaan konsumen dan produsen/pelaku 
usaha mengenai perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen, 
hanya saja peranan konsiliator dalam menyelesaikan sengketa konsumen tidak 
aktif (pasif) dalam memberikan nasehat, petunjuk, saran dan upaya-upaya lain 
dalam menyelesaikan sengketa. 
2. Faktor penghambat konsiliator dalam menyelesaikan sengketa konsumen, 
yaitu: majelis bersifat pasif (tidak aktif dalam memberikan nasehat, petunjuk, 
saran dan upaya-upaya lain dalam menyelesaikan sengketa) dan, tidak 
hadirnya salah satu pihak yang bersengket (apabila salah satu pihak tidak 
hadir maka otomatis penyelesaian sengketa melalui konsiliasi gagal karena 
salah satu syarat penyelesaian melalui konsiliasi adalah kesepakatan para 
pihak). 
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3. Solusi konsiliator dalam menyelesaikan sengketa konsumen melalui proses 
konsiliasi, yaitu :  
a. Diselesaikan dengan cara kekeluargaan, dimana konsumen dan pelaku 
usaha menyelesaikannya diluar proses pengadilan dan para pihak 
membuat suatu kesepakatan yang kemudian harus ditaati oleh kedua 
belah pihak. 
b. Pihak pertama mencabut segala tuntutan proses hukum, dan  
c. Pihak kedua harus memenuhi permintaan konsumen  
B. Implikasi 
1. Perlu adanya pembaharuan undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan 
Perdagangan Republik Indonesia  NO: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 
agar konsiliasi dihilangkan saja atau dihapuskan dari salah satu proses 
penyelesaian sengketa di BPSK Makassar, karena peran konsiliator didalam  
menyelesaikan sengketa tidak ada sama sekali (pasif), konsiliator hanya 
sebatas mempertemukan para pihak yang bersengketa. 
2. Para pihak yang bersengketa harus memiliki itikat baik untuk menyelesaikan 
sengketa yang terjadi agar tercapai kesepakatan damai melalui proses 
konsiliasi, karena konsiliator di batasi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999  tentang Perlindungan Konsumen, yang dimana undang-undang ini tidak 
membenarkan konsiliator ikut campur terhadap apa yang menjadi kesepatan 
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para pihak yang bersengketa (pasif), dan perlunya kesadaran para pihak 
apabila ada pemanggilan oleh BPSK Makassar untuk dihadiri karena tanpa 
kehadiran salah satu pihak kesepakatan damai tidak akan terjadi. 
3. Karena konsiliator hanya menerima apa yang telah disepakati oleh para pihak 
yang bersengketa maka, sudah seharusnya para pihak memenuhi atau 
mematuhi apa yang sudah menjadi kesepakatan agar tidak timbul lagi 
sengketa setelah dibuatnya akta perdamaian di BPSK Makassar. 
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